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Abstract

The focus of this study is to explain the implications of their subrogation by granting power of attorney
involved in the transition lastgeving land rights and outlining efforts to settle the implications of the
implementation of the application of subrogation by giving power of attorney lastgeving in the turnover
of land rights. This research is a normative approach doctrinal and non-doctrinal. Results showed
positive implications, namely the debt of the debtor be paid, the creditor will obtain repayment of debt
and the third party will acquire the land and building. The implication negative is about the costs,
expenses and Roya who from the beginning was not discussed so that a dispute exists between the
seller and the buyer, not made a deed of power of a debt by a notary during the process of debt
repayment in the bank, bad credit by the purchaser which replaced debtors, banks that do not receive
transition without notice to the bank first. For his efforts in general notary prepare and notify to the parties
to the costs of the burden of transition, the cost Roya, on payment of taxes, as well as supplies of
administration, and the notary from the beginning to tell and gives advice on the consequences that
ensue for the switchover without the knowledge of the bank so that no losses of the parties in the future.

Keywords: Subrogation, Authorization Deed Lastgeving, Transfer of Rights to Land

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi dari adanya subrogasi dengan pemberian surat
kuasa lastgeving terkait dalam peralihan hak atas tanah dan menguraikan upaya penyelesaian terhadap
implikasi dalam pelaksanaan penerapan subrogasi melalui pemberian surat kuasa lastgeving dalam
peralihan hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
doktrinal dan non doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan, Implikasi Positif, yaitu hutang debitur menjadi
lunas, bagi pihak kreditur akan mendapatkan pelunasan hutang dan pihak ketiga akan mendapatkan
tanah beserta bangunan. Implikasi negatifnya adalah tentang biaya-biaya, beban-beban dan roya yang
dari awal tidak dibicarakan sehingga timbul perselisihan antara penjual dan pembeli, tidak dibuatkan
akta kuasa pelunasan hutang oleh notaris pada saat proses pelunasan hutang di bank, terjadinya kredit
macet oleh pihak pembeli yang menggantikan debitur, pihak bank yang tidak menerima peralihan tanpa
pemberitahuan kepada pihak bank terlebih dahulu. Sebagai upayanya pada umumnya notaris
mempersiapkan dan memberi tahu kepada para pihak tentang biaya-biaya beban peralihan, biaya roya,
mengenai pembayaran pajak, serta perlengkapan administrasi, dan notaris sejak awal memberi tahu
dan memberi saran mengenai akibat yang timbul terhadap peralihan tanpa sepengetahuan pihak bank
sehingga tidak terjadi kerugian para pihak dikemudian hari.

Kata-kata kunci: Subrogasi, akta kuasa lastgeving, peralihan hak atas tanah
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Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adghkra
hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warg
negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai danatnéakm
milik, salah satunya adalah hak milik atas tahah.

UUPA Pasal 20 merumuskan bahwa hak milik atas tanah adalah rigakuyan
temurun, terkuat dan terpenuh. Bahwa hak milik merupakan hak yang kati, foesk itu
tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pih&kd&kmilik
dapat beralih dan dialihkan, beralih adalah pindahnya hak milik kepadalagihdukan
karena perbuatan hukum yang disengaja, akan tetapi karena hukum dendainya,
karena pewarisan. Jadi dengan meninggalnya pemilik tanah makaté¢esethut dengan
sendirinya, karena hukum akan jatuh/pindah kepada ahli warisnya.

Dialihkan adalah pindahnya hak milik kepada pijak lain karenayadaerbuatan
hukum yang disengaja. Jadi untuk beralihnya atau pindahnya hak nsibuerkepada
pihak lain harus ada perbuatan tertentu yang memang sengaja untatinkenchak milik
tersebut, peralihan hak yang dimaksudkan terjadi baik karena jualpbkdpasan hak,
maupun karena suatu perjanjian pemberian pembebanan sebagai ikutarapdrjaajig.
Setiap peralihan maupun pembebanan hak-hak atas tanah, baik hak mgiknrhak atas
tanah lainya yang dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dibebarnyahenaka dalam
peraturan undang-undang wajib didaftarRan.

Peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli terjadi anthra)(hak yaitu pihak
penjual sebagai pemegang hak atas tanah menjual kepada pihak/déinysembeli yang
berkeinginan memiliki/mempunyai hak atas tanah tertentu. Adapun penadaperalihan
hak-hak atas tanah sebagaimana, diatur lebih lanjut pada pasal @) &rRNo. 24 Tahun
1997 yang menetapkan: “peralihan hak atas tanah dan hak milik @aas sanah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukkan dalam perusahaapedauatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang dapgat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yamgehang menurut
ketentuan perturan perundang-undangan yang belaku.

U Adrian Sutedi, Peraliban Hak Atas Tanalh dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.hlm.1

2 Pasal 20 UUPA

3 Olan Sitorus dan H.M. Zaki Sietrad, Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi, Mitra
Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006. 102.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal. 37
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Ketentuan tersebut menunjukan bahwa salah satu perbuatan hukum yang
menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan harus didatathkanamanya
adalah perbuatan hukum jual beli yang aktanya dibuat dalam bentuluaktzli yang
dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli dapat dilajaika secara
terang dan tunai dalam artian pembayaran jual beli hak miskatah dilakukan pada saat
bersamaan dihadapan PPATalam peralihan hak atas tanah juga pembayarannya dapat
dilakukan dengan cara tidak lunas, pembayaran dengan kredit dibank, yaadit
disalurkan oleh bank merupakan kepercayaan yang diberikan kepada dehitkir unt
pembiayaan, konsumtif dan usaha yang pembayaran atau pelunasannyaletigaur
syarat-syarat dan kesepakatan bersama didalam bentuk perjanjian Meedun kredit
hanya dapat diberikan apabila adanya jamfan.

Adanya jaminan dalam pemberian kredit ini diatur dalam Undardgihly Nomor
10 tahun 1998 tentang perbankan, namun istilah yang digunakan dalam Undang-Unda
yang menunjuk pada jaminan adalah agunan, beberapa jaminan yandalgdatam
pemberian kredit oleh bank salah satunya adalah dengan Hak Tanggungan yang
dikhususkan pada objek tanah beserta benda yang berkaitan dengdn tanah.

Pasal 1 Angka 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasBeseta
Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) memberikan fiemgezngenai Hak
Tanggungan, yaitu: Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yatamlEnkgan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminadilyabgnkan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 59%8hun
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berrdda-benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utag, tyatey
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadaprkredit
kreditur lain2

Dalam praktek sering kali terjadi peralihan objek jaminan yaegupakan hak
tanggungan, peralihan terhadap hak tanggungan tersebut diatur dalani@aaatpai
dengan Pasal 17 Undang-Undang Tahun 1996. Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan

5 Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, Jua/ Beli, Raja Grafindo Persada, Jakatta, 2003, hlm. 87

¢ Abdul Kadir, Hukun Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakt, Bandung, 1990, hlm. 181

7 Hendrik Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia ( edisi Kell), Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm .1

8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanab beserta Benda-Benda yang berkaitan
dengan Tanah, Lembaran Republik Indonesia tahun 1996 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1996 No.
3632. Pasal 1 angka 1.
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dengan cara cessi, subrogasi, pewarisan dan sebab-sebab lainnggasSubatur dalam
Pasal 1400 KUHPerdata dijelaskan bahwa: Subrogasi adalah peaggedudukan
kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran pan@rgikan
ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang.

Perbuatan hukum pengalihan objek jaminan dengan cara subrogasi inagatgh s
adalah terjadinya peralihan objek jaminan KPR yang masih dalaia KRR kepada pihak
lain oleh debitur atau yang sering dikenal dengan istd&b over kredjtsebagian besar
yaitu dibuat dalam bentuk perjanjian pengikatan jual-beli dengasakoeenjual antara
pihak lain sebagai pihak penerima pengalihan hak kredit pemilikan tanabidah (KPR)
yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang adalah Notaris.

Perjanjian pengikatan jual beli menurut R. Subekti dalam bukunyahgujanjian
antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jualiksienakan
adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual-beli tersebut ama@dmh sertipikat
belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasatf harga.

Untuk menjamin hak-hak pihak pembeli dan menghindari terjadinya ikerug
terhadap perjanjian jual beli ini, karena terjadinya sesuatadehdl dikemudian hari maka
sebaiknya perjanjian jual beli ini dalam isi pokoknya dibuat $ysm@rat atau ketentuan-
ketentuan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati oleh para pihaklasalain
sepanjang syarat-sayarat tersebut tidak bertentangan dengan hukunigogbe

Salah satu syarat atau ketentuan tersebut adalah dengan parkbasa, misalnya
adalah kuasa pengambilan sertipikat dibank, kuasa untuk menjual legpadgembeli,
dan kuasa pelunasan hutang, yang diberikan oleh calon penjual kepageeoadeh. Dapat
kita fahami pemberian kuasa tersebut tidak berdiri sendiri, sekalipaogkam dibuat dalam
akta yang terpisah, sebab pemberian kuasa ini merupakan salahdatunigrupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari ikatan jual beli.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sebaiknya dan selayaknya
perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bentuk bukan akta otatatik dengan akta
otentik. Mengenai perjanjian ini adalah merupakan perjanjian pembarésdastgeving
oleh calon penjual kepada calon pembeli dimana mengikat padajip@rjokoknya yaitu

perjanjian jual beli atau yang disebut dengactum the contrahendo.

“Mariam Darus Badrul Zaman, et. Al; Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasnki Masa
Purna Bakti Usia 70 Tabun, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.126

10R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.75

W Agus Pandoman, Rangkuman Intisari  Sistem  Hukwum  Perikatan BW —dan  Islam, Diktat
2016,Yogyakarta,hlm.136
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Pemberian kuasa dengan céaatgeving dalam perjanjian jual beli ini adalah
merupakan instrument ddavering, karena dalam perjanjian jual beli ini belum terjadi
pemindahan hak milik, adapun hak milik baru berpindah ketika telah dilakukgearpBan
sertifikat yang masih dalam jaminan dibank. Sedangkan pembajalean perjanjian ini
sudah dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak debitur atau obligatosudga terjadi,
artinya bahwa: “Perjanjian jual beli baru meletakkan hak danjksamatimbal balik antara
kedua belah pihak (penjual dan pembeli)” yaitu meletakkan kepada penyagibles untuk
menyerahkan hak milik atau barang yang dijualnya, sekaligmsh@rikan kepadanya hak
untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan di sebelahelatakian
kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagknrhbknya untuk
menuntut penyerahan hak milik atas barang yang telah dibelavgaiig).

Pemberian kuasa dengan ctastveging (lastgeving) diatur dalam Buku llI-Bab
XVI, mulai pasal 1792 sampai dengan pasal 18Htgeving) adalah: “suatu perjanjian
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yangamgm, untuk
dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Dalam pembesaldugan cara
lastgeving juga harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian, Saitaya
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1. Kesapaksgeka yang
mengikatkan dirinya; 2. ecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatp@cazian
tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam pemberian kuasa dengan dastgeving juga secara materiil mengikat para
pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdata sebagai suatuiperjarng harus
ditepati oleh para pihafpacta sunt servada).'?

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Natatah gpejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenaagayal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undandaimuzng
Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabaté nota
(UUJN) merupakan sumber kewenangan notaris dalam melaksanakan tugasyabata

Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa notaris berwenang membuabtakti
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskanatleanpeer
undang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyataka
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memyaRki=s

12 Habieb Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Lafsir Tematik Terbadap UU No. 30 Tabun 2004 tentang Jabatan
Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 197
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memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sgpaejabuatan akta-akta
itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain @ag pang ditetapkan
undang-undang.

Dalam prakteknya peralihan hak tanggungan dengan cara subrogasinde
pemberian kuaskastgeving yang dibuat secara otentik oleh notaris, tidak selamanya dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan para pihak dalam perjanjiabejudérsebut.
Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagaiahagan problem
bagi para pihak sehingga sampai menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikans chaéka dapat
dirumuskan identifikasi masalah yaitu apakah implikasi dari alawprogasi dengan
pemberian surat kuasastgeving terkait dalam peralihan hak atas tanah dan Bagaimanakah
upaya penyelesaian terhadap implikasi dalam pelaksanaan pensufypagasi melalui
pemberian surat kuasastgeving dalam peralihan hak atas tanah?

Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mengenakasiptari
adanya subrogasi dengan pemberian surat kastgaving terkait dalam peralihan hak atas
tanah serta untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai upaya peayeleshadap
implikasi dalam pelaksanaan penerapan subrogasi melalui pendheahkuassastgeving
dalam peralihan hak atas tanah.

M etode Pendlitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, yaitu peneldigpamumnya akan
menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan monma- hukum, dengan
langkah awal adalah identifikasi fakta-fakta hukum terkait dengafeksanaan
implementasi subrogasi pelunasan hutang dehgsigeving sebagai instrument hukum
dalam peralihan hak atas tanah. Adapun jenis dan sumber data yangrdikargdalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Sumber data priméy gaia yang diperoleh
dengan cara wawancara dan observasi. b. Sumber data sekunder, yadipetatah
melalui bahan hukum baik lisan maupun tulisan seperti, buku-buku, jurnallamaka
majalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undagan.

13 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.
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M etode Pendlitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agsgdhma,

Data Primer, yakni dilakukan dengan diambil langsung oleh pedaititobjek atau subjek
penelitian yaitu wawancara kepada notdelua, Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang
didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, meliputi yparatperundang-
undangan, majalah, disertasi atau tesis, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang
memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditéialam penelitian hukum terdapat
beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mkendisyl@armasi

dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawalSannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekata
doktrinal dan non doktrinal. Pendekatan doktrinal yang digunakan dalamtipengli
adalah pendekatan konseptuabnCeptual approach). Pendekatan non doktrinal yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normmatifis, yang
dimaksud dengan normatif-empiris adalah suatu penelitian hukum ygatakkan hukum
sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma berperancgbldajian dalam
penelitian ini kemudian dipadukan dengan data pendukung berupa wawanogra ya
merupakan aplikasi dari penerapan norma tersebut kepada masyarakat.

Dengan perpaduan kedua metode pendekatan penelitian, yaitu doktrinal dan non
doktrinal, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang kioemsi€ terkait
dengan subtansi penelitian. Untuk mengkaji tentang permasalahangdaiam penelitian
ini, yaitu terkait penerapan subrogasi dengan pemberian suaad llastgeving dalam
peralihan hak atas tanah. Kemudian untuk mengkaji mengenai implikasi dalaksanaan
penerapan subrogasi dengan pemberian surat kasigeving dalam peralihan hak atas
tanah maka pendekatan non doctrinal yang digunakan.

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baifpdater maupun
data sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualtttatia menguji data
dengan konsep dan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dgangtudi
akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis datgpakan langkah
selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

14 Suratman, et. al., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 123.
15> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 136.
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Hasi| Penditian dan Pembahasan

Dalam subrogasi peralihan dapat terjadi dengan cara bahwa sibdeggan
pemberian surat kuagastgeving terkait dalam peralihan hak atas Tanah atau take oper
kredit terhadap kredit pemilikkan rumah (KPR) dapat menimbulkan ingplikkmana
implikasi tersebut dapat berupa implikasi positif dan implikasi mfedga¢rikut uraian
mengenai implikasi positif dan implikasi negatif:

Implikas Positif Subrogas dengan Pemberian Surat Kuasa Lastgeving Terkait Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah Atau Take Oper Kredit

Implikasi positif peralihan dengan subrogasi atau take oper kyadd resmi
menggunakan prosedur dari bank yaitu: 1. Hutang debitur menjadi lugggsihak kreditur
(bank) akan mendapatkan pelunasan hutang debitur dari pihak ketiga, dan pgea&kaati
mendapatkan tanah beserta rumah yang telah dibayarkan atas namieepdea 2. Bila
pihak ketiga menggantikan debitur, maka debitur lama terbebakedeajibannya dan
kreditur tidak dapat menagih kepada debitur lama tetapi pemgdipantikan oleh pihak
ketiga yang menjadi debitur baru. 3. Bila kreditur yang bergaragka hak-hak kreditur
lama akan hapus, dan kreditur lama tersebut tidak dapat lagi menaagtaldgbitur lama.
4. Bila kreditur yang berganti, maka segala tangkisan yang setapkt diajukan oleh
debitur kepada kreditur lama, sekarang tidak dapat lagi diajukahnya.

Implikasi positif dalam peralihan dengan subrogasi atau take gt kang tidak
menggunkan prosedur dari bank atau tanpa sepengetahuan bank yaitu: 1. Mudaht dan cepa
sehingga syarat-syarat seperti yang dibuat di bank yang terasdebani tidak perlu
dipenuhi; 2. Hemat uang, dan hemat waktu, bebas dari biaya administtagdak perlu
mengeluarkan dana untuk biaya peralihan kredit seperti yang resmi dari bank.

Dalam peralihan dengan subrogasi atau take oper kredit terhaddpkradikkan
rumah (kpr) tidak hanya menimbulkkan implikasi positif tetapi jugaimbulkan implikasi
negatif yaitu sebagai berikut: 1. Implikasi Negatif Subrogasi deRgaberian Surat Kuasa
Lastgeving Terkait Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Atau Taler Rpedit. 1) Apabila
sejak awal para pihak yang sepakat melakukan peralihan ini tidabioagakan biaya-
biaya dalam peralihan, yang mana ternyata biaya-biaydtensdatif mahal karena harus
melalui prosedur sesuai dengan kebijaksanaan dari masing-maskd/fisalnya pada saat
roya ternyata ada beban biaya yang harus dibayarkan, tetapi djamian awal antara
pihak penjual dan pembeli tidak membahas mengenai kesepakatan siapartganggbeg

16 ] Satrio, ...Op.Cithlm.124
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jawab atas pembayaran beban biaya tersebut, sehingga terjadsidisipen antara pihak
penjual dan pembeli tadi.2) Pada saat proses pelunasan ternyata ada beberapa bank yang
mengharuskan menggunakan kuasa pelunasan hutang, tetapi ternyata mesge
membuatkan kuasa pengambilan sertifikat saja. Sehingga haruskdibsairat kuasa
pelunasan hutang pada hari itu juga. 3) Apabila pihak bank tidak etaéwg adanya
peralihan objek jaminan oleh pihak debitur (penjual) kepada pihak penperabhan
(pembeli), dimana masalah yang muncul pada saat pembeli akakukaglgoelunasan,
dalam hal ini ada pihak bank yang menerima mekanisme peralihanndesrgaini dan
menerima kuasa tadi namun ternyata ada juga pihak bank yakgrteterima adanya
pengalihan dengan mekanisme ini walaupun sudah ada surat kuasa. 4) Ajbehila
pembeli tidak dapat melanjutkan pembayaran kredit di bank, sedapgian debitur
(penjual) sulit ditemui akan terjadi kredit macet, maka dapatmshgk debitur dbalcklist

oleh bank karena namanyalah yang tercatat sebagai pemohon krediat Alari
pemblacklist-an tersebut adalah apabila mau mengajukan kredit ke bank di bank mhkka tida

akan diterima atau disetujui.

Upaya Penyelesaian Terhadap Implikasi Dalam Pelaksanaan Penerapan Subrogas
Melalui Pemberian Surat Kuasa L astgeving Dalam Peralihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai implikasi positifgaikasi negatif dari
adanya subrogasi melalui pemberian surat kleestgeving dalam peralihan hak atas tanah,
maka dapat dilakukan penyelesaian terhadap implikasi negaébtégrdengan cara sebagai
berikut: 1. Mengenai biaya-biaya yang timbul dari akibat peralihagatecara subrogasi
atau take over kredit ini, yang dari awal tidak dibicarakan sehiteygedi perselisihan
antara para pihak, menurut Fahrul Rozi, sebaikknya dilakukan dengan musdyawark
dilakukan kesepakatan-kesepakatan siapa yang mempunyai kewajbagin&e dalam
menanggung beban biaya yang timbul dari adanya peralihan tersebarisi$eharusnya
sebagai dari awal memberikan penjelasan mengenai kewajibayjibaw para pihak
mengenai biaya yang akan dibayarkan akibat terjadinya proseshaer&dirsebut® 2.
Mengenai kuasa pelunasan hutang, pada saat proses pelunasan termatberaga bank
yang mengharuskan menggunakan kuasa pelunasan hutang, tetapa teatgas hanya
membuatkan kuasa pengambilan sertifikat saja. Sehingga haruskdibisatrat kuasa

17 Hasil Wawancara Kepada Yuniatri Setyastuti, Notaris-PPAT di Sleman-Yogyakarta. Tanggal 05 Januari
2017 Pukul 10.35 WIB
18 Fahrul, ... Op.Cit
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pelunasan hutang pada hari itu juga. Dalam hal ini untuk penyelesaiadajah pihak
pembeli harus menghubungi pihak penjual agar dapat dibuatkan kuasa pelunasgn hutan
oleh notaris yang mengurus peralihan take oper kredit terSehutetika terjadinya kredit
macet oleh pihak pembeli, sedangkan pihak debitur (penjual) sulit ulitdomtuk
menyelamatkan kredit ini pihak bank akan melakukan lelang terhaddpjainiman atas

hak tanggungan tersebut.

Penutup

Daeri uraian di atas Penulis menyimpulkan, 1. Implikasi subrodasgan
pemberian kuashkastgeving terkait dalam peralihan hak atas tanah atau take opet kredi
pemilikkan rumah yaitu: a. Implikasi Positif, yaitu hutang debitur neehjmas, bagi pihak
kreditur akan mendapatkan pelunasan hutang dan pihak ketiga akan meardagaah
beserta bangunan. b. Implikasi negatifnya adalah tentang biayatedgm-beban dan roya
yang dari awal tidak dibicarakan sehingga timbul perselisihanaapésjual dan pembeli,
tidak dibuatkannya akta kuasa pelunasan hutang oleh notaris pada saapphasasan
hutang di bank, terjadinya kredit macet oleh pihak pembeli yang metiigga debitur,
pihak bank yang tidak menerima peralihan tanpa pemberitahuan kepakiaauitk terlebih
dahulu. 2. Upaya penyelesaian terhadap implikasi dalam pelaksanaaapparsgrbrogasi
dengan pemberian kuakastgeving terkait dalam peralihan hak atas tanah atau take oper
kredit pemilikkan rumah adalah dilakukan pada umumnya notaris mempersidpka
memberi tahu kepada para pihak tentang biaya-biaya beban perablyarrdyia, mengenai
pembayaran pajak, serta perlengkapan administrasi, dan notakigwajamemberi tahu
dan memberi saran mengenai akibat yang timbul terhadap pertdi@a sepengetahuan
pihak bank sehingga tidak terjadi kerugian para pihak dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyampaikan bebssaga yaitu
sebagai berikut: 1. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mgka ba
masyarakat yang ingin melakukan pengalihan terhadap kreditildeamilrumah melalui
subrogasi dengan pemberian surat kliastgeving sebaiknya dilakukan dengan itikad baik
yaitu dengan mencari informasi proses peralihannya dengan yaé&maankepada pihak
bank yang memberikan kredit mengenai prosedur peralihan dengan caras\#teag@ke
oper kredit ini yang sesuai dengan prosedur bank tersebut, agateli@ak kesalahan
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. 2. Notaris dataksanakan

19 1bid.
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tugas dan jabatannya tidak terlepas dari taggung jawab pembuatattealgin baik dan
benar yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentinga
karena jabatanya, dan notaris harus dapat memberi saran dtah $esuai dengan hukum

dan prosedur yang berlaku.
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